PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN DALAM

Menimbang

Mengingat

U

KABUPATEN MUSI RAWAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 1958
tentang Retribusi Pasar Grosir dan atan Pertokoan sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi pada saat ini, sehingga perfu -
diadakan penyesuaian dan pengatoran kembali;

bahwa maksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah, '

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tinpkat I dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Taliun
1959 Nomor 73, Tambahan YLembaran Negara RI Nomor 1821);

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara RI - Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 246, Tambghan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

Undang-tndang Rt Nomor 10 Tabum 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara RT Nomor 4389) ;

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 temang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tabun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara R1 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran

Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4493);

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara R
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438} ;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan [embaran
Negara R Nomor 4438);
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Menetapkan

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2805 tentang Pemindahan

Ibukota Kabupaten Musi Rawas dari Wilayah Kota Lubuk Linggau
kewilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4559).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata

Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;

Pengan Persetujuan Bersams
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEFRAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dan
BUPATIMUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN

ATAU PERTOKOAN DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1.

2.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kabupaten adalsh Kabupaten Musi Rawas.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

. Bupati adalah Bupati Muosi Rawas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daersh adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Musi Rawas.

Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Mausi Rawas.

Dinas Peternakan dan Perikanan adaiah Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Musi Rawas.

Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis
barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas
pasar/perickoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan
oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tidak termasuk yang disediakan
oleh Perusahaan Daerah Pasar dan pihak swasta.
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10.

i

12.

13.

14,

i5

16.

i7.

18.

9.

20.

Ikan adalah semua jenis binatang air atan tomboh-tumbuhan air baik air
tawar atan air asin baik dalam bentuk segar maupun yang diawetkan
ataupun yang diolah.

Tempat pelelanpan adalah tempat penjual dan pembeli dapat melakukan
transaksi jual beli melalui pelelangan.

.Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang

melakukan transaksi,

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-imdangan vang berlaku.

Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah
sebagai pembayaran ataun jasa atau pemberian izin tertentn yang khusus
disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berupa usaha
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau Badan.

. Jasa Usaha adalah jasa vang disediakan oleh Pemerintah .Kabupéten Musi

Rawas yang berupa pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang
untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat dengan penganut prinsip
komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sekior swasta.

Wajib Refribusi adalash orang pribadi aiau badan yang menurut amuan
Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk Permungut atau Pemotong Retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang meropakan batas waktu
bagi waiib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Surat Setoran Retribusi Dacrah selenjuinya disingkat SSRD adalah Surat
Ketetapan yang menentukan besarnya jumiah rertribusi yang terhutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjuinya disingkat SKRD adaiah
Swat Kefetapan yang menemivkan besamya jumiah Retribusi yang
terhutang

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Lebih Bayar selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebibhan
pembayaran rertribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dan pada
retribusi yang terhutang atau fidak seharusnya terhutang

. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRID adatah Surat

untuk meiakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda

. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpuikan

dan mengolah data atan keterangan lainnya dalam rangkaian pengawasan

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusit  berdasarkan peraturan
perundang-undangan refribusi.
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23. Penyelidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawa: Negeri Sipil, selanjutnys
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti ity membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang tenadi
serta menemukan tersangka.

BABII'
NAMA, OBIEK, SUBJEK DAN WAJB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dipungut retribusi
atas penggunaan/pemanfaatan pasar grosir dan atau pertokoan sebagai
pembayaran atau pelayanan penyediaan fasititas Pasar Grosir berbagai jenis
barang termasuk fempat pelelangan ikan hasil bumi dan fasilitas pasar yang
dikontrakan,

Pasal 3
(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar dap atav ~
pertokoan oleh Pemerintab Daersh yang meliputi :
a. Pasar grosir berbagai jenis barang
b. Tempat pelelangan ikan, termak dan hasil bumi.
¢. Pertokean. .
d. Supermarket.

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas
pasar dan atau pertokoan yang dimiliki oleh pihak swasta.

Pasal 4
Subjek Retribusi jasa usaha pasar adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menilonati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Pasal 5

Wajib  Retribusi  adalah orang pribadi  atau  badan  veag
menggunakan/menikmati pelavanan jasa ussha pasar grosir dan atau
pertokoan. '

BABIH
GOLONGAN RETRIBUS!

Pasal 6

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan termasuk golongan retribusi jasa
usaha.

77



BABTIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa divkur berdasarkan jumiah dan jenis barang.

BABYV
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal &

Atas pemakaian tempat pelayanan Pasar grosir dikenakan retribusi sebagai
berikut :

rpnepopy s

a. Bawang Putih Rp.15/Kg

b. Beras Ketan Rp.5 /Kg

¢. Kacang tanah vang sudah dikulitiZkedelai
/kacang hijau Rp. 5 /Kg

d. Salak/Dulu _ Rp. 10 /Kg

e. Durian Rp. 50 /bush

f. Lombok/bawang merah/jahe/kunyit/serai
/kencur/tomat dan sejenisnya Rp.5 Kg

g Beras Rp.5 /Kg

h Kacang tanah belum dikuliti/gaplek
fjambu mente/ jagung biji dan sejenisnya Rp.5 /Kg

i. Ubi kayo/papaya/semangka/pisang
/nanas/jagung berkulit dan sejenisnya Rp.2 /K¢

j.  Alvokad/jerui/mangga/melon/
manggis/rambutan/nangka dan sejenisnya Rp.5 Kg
Kentang/wortel/kembang kol dan sejenisnya Rp.5 /Kg
Kol/sawi buncis/seledsd Rp.5 /Kg

. Lain-lain selain hasil pertanian diatas Rp.5 /Kg
Kerbau/sapi dan sejenisnya Rp. 25.000/ekor
Babi dan sejenisnya ' ~ Rp. 15.000/ekor
kambing/biri-biri dan sejenisnya Rp. 25000/ekor
Ayam/itik dan sejenisnya Ep. 250/ekor
Udang/Cumi-cumi dan sejenisnya Rp. 250/Kg
Tkan dan sejenisnya Rp. 8¢ /Kg
Kerupuk/kemplang dan sejenisnya Rp. 100/Kg
BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAMN
Pasal 9

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 10

(1} Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketefapan Retribusi
Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan,

{2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikepakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari vang tidak atau kurang
dibayarkan dan ditagih dengan menggunakan sorat tagiban retribusi.
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BAB VI
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 11
Tnstansi pemungut akan diatur dengan Perabiran Bupati.

BARVINT
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
TERHUTANG RETRIBUSI

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka wakin vang lamanys 1 (satu) bulan atau
ditetapkan lain oleh Bupati,

Pasal 13

Saat terhufangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atan
dokumen iain yang dipersamakan.

BABIX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14
{1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.

{2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
bepar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribug atau
kuasanya, :

{3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BABX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) ditetapkan
Retribusi terutang dengap menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atan
dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Buapati,

BAB X1
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

{1) Pengeluaran Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis,
scbagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retdibusi dikeluarkan
segera setelah 7 (tujub) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
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BAB XV
KADALUARSA

Pasal 21

(1} Hak untuk melakukan penagihan refribusi Daecrah kadaluarsa setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahus terhitung sejak saat terwtangnya
retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melskukan tindak pidana
dibidang Retribust Daerah.

{2) Kadaluarsa penagihan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ataw;
b. ada pengekuan uvtang retribusi dan Wajib Retribusi baik lansung
mavpun tidak lansung,

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

{1} Wajib Retribusi yang tidak melaksapakan kewajibannya sehingga
merugikan keuwangan daerah diancara pidana kurungan paling lama 6
{enam} bulan atan denda paling banyak 4 (empat) kali jumiah Retribusi
yang terutang.

{2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran,

BABXVI
PENYIDIKAN

Pasal 23

{1} Selain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil terfentu
dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus scbagai
Pepyidik Tindak Pidana dibidang Retrbusi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidanz .

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah -

a. Menerima, mencari, mengompulkan dan meneliti keterangan ataw
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang reiribusi dacrah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan
sechubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
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{(2) Dalam jangka wakm 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat
Peringalan/Surat lain vang sejenis, Weiib Retribusi harus melunast
retribusinya yang terutang.

{3} Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (I} dikeluarkan oleh
Pejabat yang ditanjuk.

Pasal 17

Bentulc-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan
_ retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (enam belas)
ditetapkan oleh Bupati.

BAB X1
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

(1) Retribusi yang terutang dilumasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali
masa retribust. -

(2) Tata cara pembayaran, penagihan dan tempat pembayaran retribusi diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB XIIT
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

{1) Bupati dapat memberikan pepgurangan, keringanan dan pembebasan
rembusi yang terutang. '

(2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
oleh Bupati.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pazal 20

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebithan pembayaran retribusi.

{2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) afas
kelebihan pembayaran retribusi dapat lansung diperhitungkan terlebih
dehulu dengan utang retribusi dan atan sanksi administrasi berupa bunga
oleh Bupati.

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas

kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran
retribusi selanjutnya.
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d. Memeriksa buku-buku, catatan-caten dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah.

e. Melakukan pénggeledshan wuntuk wmendapatkan bahan bukt
pembukuan, pencataan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. Menerima bantuan tenaga ahli dalain rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana retribusi daerah.

g. Menyuruh berhenti dan atan melarang seseorang meminggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa ideniftas orang dan atay dokumen yang dibawa
sehagaimana dimaksud hurufe.

. Memotret seseorang yang berkaitan dengn tindak pidana dibidang
retribust daerah.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka ataun saksi.
j- Menghentikan penyidikan.

k. Melalukan tindak lain yang dipandang pertu uwotuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurat hukunm
vang dapat dipertanggungjawabkan.

{3} Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut
wmum sesuai dengan kefemtuan yang diatur dalam Undang-undang
Nomor § Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupalen
Daerah TK. I Musi Rawas Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar
Grosir dan atan Pertokoan dalam Kabupaten Daerah Tingkat 1T Musi Rawas
yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 1998 Nomeor 19 Seri B Nomor 3 dinvatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-bal yang belum diator dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya, akan diatur lebih Tanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Apar sefiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas

Ditetapkan di Lubuklinggan
pada tanggal
BUPATI MUSI RAWAS,

RIDWAN MUKTI
Diundangkan di Lubuklinggan
pada tanggal
SEKRETARIS DAEFRAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2006 NOMOR .............SERIL............
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